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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka di kesimpulan bahwa :  

1. Potensi Penerimaan pajak hotel di kota kupang  tahun anggaran  

2014 yaitu sebesar Rp 6.533.871.192, Potensi penerimaan pajak 

hotel di kota kupang  tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp 

7.658.775.972 dan Potensi penerimaan pajak hotel di kota kupang  

tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp 7.865.503.343. 

2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota 

Kupang pada tahun anggaran 2014-2016 sangat besar. Pada tahun 

2014 Kontribusinya sebesar 51,05% pada tahun 2015 

kontribusinya sebesar 59,04% dan pada tahun 2016 kontribusinya 

sebesar 64,22%. 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dan hasil kesimpulan diatas, 

maka saran dari penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang khusus Badan Keuangan Daerah Kota 

Kupang agar menetapkan aturan kepada wajib pajak untuk membayar pajak 

hotel tepat waktu. Sehingga kontribusi kepada pendapatan asli daerah lebih 

meningkat lagi 
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2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak serta 

pentingnya membayar pajak daerah agar memiliki kapasitas dan 

kemampuan yang baik dalam mengelola penerimaan dan pendapatan 

Pajak Daerah yang ada, sehingga dapat  lebih meningkat lagi   

pendapatan Pajak Daerah. 
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